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UMUM 
 
ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pemantauan dan mekanisme 

teknis akreditasi pemantau pemilihan umum dalam Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan 
Pemilihan Umum berdasarkan hasil evaluasi pada penyelenggaraan 
pemilihan umum tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 435, Pasal 437 ayat (7), Pasal 439 ayat (6), 
dan Pasal 447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
tentang Pemantauan Pemilihan Umum. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat 
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan 
Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. 
 

  - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam 
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 yaitu mengenai pelaksanaan 
pemantauan dan mekanisme teknis akreditasi pemantau pemilihan 
umum berdasarkan hasil evaluasi pada penyelenggaraan pemilihan 
umum tahun 2019.  
 

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2023. 
  - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 

Januari 2023. 
 

 


